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MIMBAR KOMUNIKASI PETANI

INDEKS BERITA & & & "Petani Jangan Tergantung
4 6 8 Pada Input Kimia, Maksimal-
Catatan Penting 15 Tahun SPI, La Via Campesina kanlah Alam Sekitar"
atas UU Perlintan Dari, Untuk, dan Tekankan Penting-
Oleh Petani (Kecil) nya Deklarasi Hak Wisnu Hermawan
Asasi Petani di PBB Pemuda Tani SPI Jawa Barat

Kemenangan Benih Rakyat
atas Dominasi Global

(Foto) Seorang petani Serikat Petani Indonesia (SPI) memegang benih padi lokal pada saat pameran kampung agroekologis di Konferensi
Internasional ke-6 La Via Campesina di Jakarta, 6 - 13 Juni 2013. Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan judicial review Undang-
Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), IHCS, Bina Desa, API,
IPPHTI, Field Indonesia, KRKP, AGRA, Sawit Watch, SPKS, dan individu petani yakni Kunoto dan Karsinah. Putusan MK ini membuat petani bisa
lebih leluasa menangkarkan dan mengembangkan benih lokalnya sendiri tanpa takut dikriminalisasi.
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Kemenangan Benih Rakyat
atas Dominasi Global
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(Foto). Kumpulan benih lokal dari masing-masing petani anggota La Via Campesina yang mereka bawa pada saat Konferensi Internasional ke-6 La Via
Campesina di Jakarta 6 - 13 Juni 2013 .

-

JAKARTA. Ramadhan membawa berkah. Kamis siang (18/07) Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review Undang-Undang No.
12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), IHCS, Bina Desa, API, IPPHTI,
Field Indonesia, KRKP, AGRA, Sawit Watch, SPKS, dan individu petani yakni Kunoto dan Karsinah. Keputusan yang dibacakan oleh Ketua MK Akil
Muchtar bersama delapan hakim konstitusi lainnya menyebutkan bahwa pasal 9 ayat 3, pasal 12 dan pasal 60 dinyatakan bertententangan
dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat alias tidak berlaku.

Menurut Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Achmad Ya’kub putusan MK ini akan berdampak
positif bagi kedaulatan benih Indonesia.

“Jadi sekarang berdasarkan putusan MK atas perkara No. 99/PUU-X/2012 ini, petani kecil bisa dapat varietas atau benih unggul melalui
pemulian tanaman sendiri. Proses pengumpulan, pencarian dan pendistribusian benih lokal dan atau plasma nutfah di komunitas petani
juga bisa dilakukan, sebelumnya petani bisa dikriminalisasi apabila melakukan hal tersebut tanpa izin pemerintah,” ungkap Ya'kub di Gedung
Mahkamah Konstitusi di Jakarta, kemarin sore (18/07).

Ya’kub menjelaskan, sejak 2004 belasan petani pemulia tanaman pangan mengalami kriminalisasi dan dipenjara akibat UU SBT tersebut.
UU tersebut sangat mengancam ribuan petani pemulia tanaman, serta telah menjadi biang kerok bagi ketergantungan jutaan petani atas bibit
pabrikan beserta turunannya (pupuk kimia/pestisida, dll).

“Jadi sudah seharusnya petani-petani yang menjadi korban kriminalisasi akibat UU SBT ini dengan penangkapan, pemenjaraan, dan intimidasi
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akibat kegiatan pemulian, pengumpulan dan
distribusi benih segera direhabilitasi, baik di hadapan
hukum maupun publik secara luas,” tegas Ya'kub.

Yakub memaparkan, UU SBT ini sangat didominasi
oleh kepentingan perusahaan benih besar bersertifikat.
Akibatnya petani kecil bergantung pada benih
perusahaan besar sangat harganya sangat tinggi.

Selain itu benih-benih yang dibuat oleh perusahaan
membutuhkan asupan pupupk kimia dan pestisida
yang banyak. Diversifitas benih semakin hilang, banyak
benih yang kurang cocok dengan daerah lokal masing-
masing. Hal ini sangat berpotensi memunahkan benih
lokal galur murni.

Sebaliknya, benih yang dimuliakan oleh petani
tidak mungkin untuk menghancurkan pertaniannya
sendiri. Petani pasti ingin yang terbaik. Jadi untuk
mendapatkan benih terbaik sudah seharusnya
pemerintah membantu petani, bukan justru membatasi
dengan izin dan peraturan yang menyulitkan bahkan
sampai mengkriminalkan petani.

“Kegiatan pemuliaan yang dilakukan petani adalah
untuk menghasilkan benih yang bagus dan tahan hama,
hasil produksinya baik (untuk biji-bijian misalnya padi
yang hasil anakannya banyak)dan mampu menekan

ketergantungan atas perusahaanbenih bersertifikat, dengan demikian menekan biaya produksi. Benih petani tentunya ramah lingkungan dan
sehat untuk siapa saja,” papar Ya'’kub. JAKARTA. Ramadhan membawa berkah. Kamis siang (18/07) Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan
judicial review Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang diajukan oleh Serikat Petani Indonesia
(SPI), IHCS, Bina Desa, API, IPPHT], Field Indonesia, KRKP, AGRA, Sawit Watch, SPKS, dan individu petani yakni Kunoto dan Karsinah. Keputusan
yang dibacakan oleh Ketua MK Akil Muchtar bersama delapan hakim konstitusi lainnya menyebutkan bahwa pasal 9 ayat 3, pasal 12 dan pasal
60 dinyatakan bertententangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat alias tidak berlaku.

Menurut Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Achmad Ya’ku b putusan MK ini akan berdampak
positif bagi kedaulatan benih Indonesia.

“Jadi sekarang berdasarkan putusan MK atas perkara No. 99/PUU-X/2012 ini, petani kecil bisa dapat varietas atau benih unggul melalui
pemulian tanaman sendiri. Proses pengumpulan, pencarian dan pendistribusian benih lokal dan atau plasma nutfah di komunitas petani
juga bisa dilakukan, sebelumnya petani bisa dikriminalisasi apabila melakukan hal tersebut tanpa izin pemerintah,” ungkap Ya'’kub di Gedung
Mahkamah Konstitusi di Jakarta, (18/07).

Ya’kub menjelaskan, sejak 2004 belasan petani pemulia tanaman pangan mengalami kriminalisasi dan dipenjara akibat UU SBT tersebut.

UU tersebut sangat mengancam ribuan petani pemulia tanaman, serta telah menjadi biang kerok bagi ketergantungan jutaan petani atas bibit
pabrikan beserta turunannya (pupuk kimia/pestisida, dll).

“Jadi sudah seharusnya petani-petani yang menjadi korban kriminalisasi akibat UU SBT ini dengan penangkapan, pemenjaraan, dan intimidasi
akibat kegiatan pemulian, pengumpulan dan distribusi benih segera direhabilitasi, baik di hadapan hukum maupun publik secara luas,” tegas
Ya'kub.

Yakub memaparkan, UU SBT ini sangat didominasi oleh kepentingan perusahaan benih besar bersertifikat. Akibatnya petani kecil bergantung
pada benih perusahaan besar sangat harganya sangat tinggi. Selain itu benih-benih yang dibuat oleh perusahaan membutuhkan asupan pupupk
kimia dan pestisida yang banyak. Diversifitas benih semakin hilang, banyak benih yang kurang cocok dengan daerah lokal masing-masing. Hal ini
sangat berpotensi memunahkan benih lokal galur murni.

Sebaliknya, benih yang dimuliakan oleh petani tidak mungkin untuk menghancurkan pertaniannya sendiri. Petani pasti ingin yang terbaik.
Jadi untuk mendapatkan benih terbaik sudah seharusnya pemerintah membantu petani, bukan justru membatasi dengan izin dan peraturan yang
menyulitkan bahkan sampai mengkriminalkan petani.

“Kegiatan pemuliaan yang dilakukan petani adalah untuk menghasilkan benih yang bagus dan tahan hama, hasil produksinya baik (untuk biji-
bijian misalnya padi yang hasil anakannya banyak)dan mampu menekan ketergantungan atas perusahaanbenih bersertifikat, dengan demikian
menekan biaya produksi. Benih petani tentunya ramah lingkungan dan sehat untuk siapa saja,” papar Ya'’kub.#
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Bedah UU Perlindungan & Pemberdayaan Petani (UU PERLINTAN)

Catatan Penting
atas UU Perlintan
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(Foto). Bedah UU Perlindungan & Pemberdayaan Petani (UU PERLINTAN) yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia di

sekretariatnya di Jakarta (11/07).

JAKARTA. DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) menjadi sebuah
Undang-Undang (UU) pada pada selasa (09/07). Berdasarkan hal ini Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan
diskusi membedah UU Perlintan di kantor sekretariat DPP SPI di Jakarta (11/07).

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengungkapkan diskusi kali ini digelar SPI untuk mengkritisi UU yang baru saja disahkan DPR ini. Di satu sisi
pengesahan UU ini adalah sebuah kemajuan, namun di sisi lain ternyata isi UU ini tidak mengatur hal paling pokok yang dibutuhkan oleh petani.

“Tanah adalah hal mutlak yang dibutuhkan petani namun tidak dijelaskan dalam UU ini. UU Perlintan ini juga berpotensi membuka arus
kapitalisasi pertanian melalui asuransi pertanian yang dilakukan oleh bank swasta, saya khawatirkan BUMN dan BUMD kalah cepat dengan pelaku
usaha asuransi, dan hal itu membahayakan bagi petani,” ungkap Henry.

Henry juga menjelaskan UU Perlintan ini akan semakin menghilangkan peran Ormas tani karena rakyat (baca:petani) hanya diberikan
kesempatan beorganisasi di dalam wadah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

“Jadi ini serasa balik ke zaman orde baru, pemberlakuan organisasi tunggal yang ditentukan oleh negara. Hal ini dibuktikan dengan pasal
69 dan 70 UU Perlintan ini. “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani (pasal 69); Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat
(1) terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional (pasal 70). Ormas
tani seperti SPI, AP], dan lainnya jelas-jelas tidak ada disebutkan,” papar Henry.
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(Foto). Moderator dan pembicara dalam Bedah UU Perlindungan & Pemberdayaan Petani (UU PERLINTAN) oleh DPP SPI. Kiri-kanan: Achmad Ya'kub,
moderator, Gunawan (IHCS), dan Henry Saragih (Ketua Umum SPI)

Hal senada juga disampaikan oleh Gunawan dari Indonesia Human Right Commision for Social Justice (IHCS). Menurutnya UU Perlintan
ini tidak jelas mengatur soal tanah. Hal ini terlihat dari hanya konsolidasi tanah, tanah pertanian terlantar dan tanah negara bebas yang bisa
diredistribusikan kepada petani, itupun bukan menjadi hak milik melainkan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan
sebagaimana diatur dalam pasal 59 UU Perlintan.

“Hak sewa tanah juga menimbulkan ketidakpastian hukum sebab bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun
1960 yang menyatakan bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak pakai yang bukan sewa menyewa (Pasal 41 UUPA 1960),” ungkap
Gunawan.

Gunawan menambahkan, dengan petani menyewa negara, menjadikan feodalisme hidup kembali, dimana negara menjadi tuan tanah dan
petani menjadi penggarap, yang mana kesulitan petani membayar sewa akan membawa petani dalam perangkap lintah darah dan sistem ijon.

“Sisa-sisa penghisapan feodalisme inilah yang sesungguhnya hendak diberantas oleh UUPA 1960,” tambah Gunawan.

Dalam kesempatan yang sama, pakar agraria Indonesia Gunawan Wiradi yang juga hadir dalam diskusi kali ini kembali menegaskan, UU
Perlintan ini tidak jelas melindungi siapa.

“Petani paling sering digusur. Seharusnya “tanah” untuk petani itu yang dilindungi. Inilah akibat DPR yang tidak serius dan cuma mau
menghibur. Asuransi pertanian bukan melindungi tapi riskan menjerat,” tegas pria berusia 80 tahun penyandang gelar Honoris Causa dari Institut
Pertanian Bogor (IPB).

Guru besar emeritus bidang sosiologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Sediono MP Tjondronegoro menyampaikan UU Perlintan ini
harus berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960 atau setidaknya TAP MPR No.9 Tahun 2011.

“Jadi dalam hal ini negara bukan pemilik tanah, tapi hanya memiliki wewenang mengatur. Jadi perihal sewa tanah itu patut dipertanyakan.
Impor bahan pangan yang saat ini marak terjadi juga disebabkan karena petani tidak punya cukup tanah, ” katanya.

Sementara itu diskusi yang diakhiri dengan buka puasa bersama ini dihadiri oleh sejumlah Ormas dan Lembaga pendukung gerakan tani
seperti Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, Institute for Global Justice, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia, IHCS, Koalisi Rakyat
Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), dan lainnya. #

PEMBARUAN AGRARIA - KEDAULATAN PANGAN
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15 Tahun SPI, Dari, Untuk,
dan Oleh Petani (Kecil)

-

(Foto). Memperingati perayaan Hari Lahir (Harlah) SPI ke-15, Ketua Umum SPI Henry Saragih melakukan ziarah ke makam almarhum salah seorang pendiri
SPI, Ridwan Munthe, yang terletak di belakang rumah orang tuanya di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

JAKARTA. 8 Juli 2013. Serikat Petani Indonesia (SPI) merayakan hari kelahirannya yang ke-15. Organisasi ini dideklarasikan tanggal 8 juli 1998 di
Kampung Dolok Maraja, Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara oleh sejumlah pejuang petani Indonesia.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menjelaskan kelahiran organisasi petani ini merupakan bagian dari perjalanan panjang perjuangan petani
Indonesia untuk memperoleh kebebasan dalam menyuarakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi guna memperjuangkan hak-haknya yang
telah ditindas dan dihisap oleh rezim orde baru selama 33 tahun.

Henry menjelaskan, pada saat deklarasi, dibentuk Badan Pelaksana Sementara yang bertugas mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan
perjuangan petani di Indonesia, untuk menjadi anggota Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan melaksanakan kongres pertama. Pada
tanggal 22-25 Februari 1999 kongres pertama FSPI berhasil digelar di Medan, Sumatera Utara. Kongres pertama menghasilkan kepengurusan
FSPI yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, FSPI juga membuka kantor perwakilan di ibukota negara, Jakarta.

Kemudian, pada tanggal 28 Februari tahun 2003 FSPI melaksanakan kongres kedua di Malang, Jawa Timur. Dalam kongres tersebut
ditetapkan bahwa kedudukan sekretariat FSPI dipindahkan dari Medan ke Jakarta.

Seiring dengan perkembangan jaman, tantangan yang dihadapi organisasi perjuangan kaum tani semakin besar. Kekuatan kapitalis neoliberal
semakin meminggirkan rakyat dan kaum tani, sehingga timbul kesadaran untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan petani. Dalam kondisi
seperti itu, muncul keinginan untuk mengubah bentuk dan struktur organisasi dari yang semula berwatak federatif menjadi organisasi kesatuan.

Perubahan bentuk organisasi dari federatif menjadi kesatuan secara resmi terwujud pada Kongres III FSPI yang diadakan pada tanggal 2-5
Desember di Pondok Pesantren Al Mubarrak Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah. Pada saat itu, 10 serikat petani anggota FSPI mendeklarasikan
bersambung ke halaman 15
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Kelompok Kerja Antar Pemerintah PBB dalam Hak Asasi Petani di Jenewa, Swiss

La Via Campesina Tekankan Pentingnya
Deklarasi Hak Asasi Petani di PBB

K

(Foto). Suasana dalam sesi Kelompok Kerja Antar Pemerintah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Hak Asasi Petani (United Nations Intergovernmental
Working Group on the Human Rights of Peasants) yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada 15 -19 Juli 2013.

JENEWA. Dalam sesi Kelompok Kerja Antar Pemerintah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Hak Asasi Petani (United Nations
Intergovernmental Working Group on the Human Rights of Peasants) yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada 15 -19 Juli 2013, SPI yang tergabung
dalam La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) menekankan pentingnya sebuah instrumen baru (deklarasi) untuk Hak Asasi Petani dan
mereka yang bekerja di pedesaan di dalam sistem Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

“Jadi kami mendesak dimunculkannya sebuah Deklarasi Hak Asasi Petani di PBB. Sesi Kelompok Kerja PBB Antar Pemerintah kali ini adalah
yang pertama dalam sejarah yang khusus membahas deklarasi Hak Asasi Petani. Semoga menghasilkan keputusan seperti yang petani sedunia
mau,” tegas Koordinator La Via Campesina Henry Saragih di Jenewa, Swiss (18/07).

Sementara itu sesi kali ini adalah pembahasan lanjutan dari resolusi yang dikeluarkan Dewan HAM PBB pada 2012 lalu (A/HRC/RES/21/19).
Resolusi tersebut mendorong agar ditetapkannya sebuah instrumen baru di PBB yang khusus mengatur Hak Asasi Petani dan mereka yang
bekerja di pedesaan yang saat ini jumlahnya mencapai 48 persen dari total penduduk dunia (FAO, Juni 2013). Resolusi ini jelas penting mengingat
peran kunci petani sebagai produsen pangan yang rentan terkena konflik perampasan air dan lahan, hingga menjadi korban turunnya harga
pangan serta krisis perubahan iklim.

Usaha menegakkan deklarasi Hak Asasi Petani di PBB ini sendiri sudah mulai diinisiatifi oleh SP], La Via Campesina, dan gerakan sosial
lainnya sejak tahun 2001, karena sejarah panjang diskriminasi petani dan pelanggaran hak-hak dasar mereka.

“Di Indonesia, SPI bersama ormas-ormas yang memperjuangkan kaum tani dan Komnas HAM mulai menggodok hal ini sejak Konferensi
Bersambung ke halaman 10
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Kampanye Nasional Mozambik
Tolak Privatisasi Lahan dan SDA
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(Foto). Petani (kecil) Mozambik sedang mengolah lahan pertaniannya. Organisasi tani dan lembaga pendukung masyarakat tani sepakat akan memperkuat
aliansi nasional menolak privatisasi lahan dan sumber daya alam (SDA).

MARRACUENE. Gerakan petani kecil dan tak bertanah, aktivis hak asasi manusia (HAM), mahasiswa, kaum feminis, aktivis lingkungan, serikat
buruh, nelayan dan masyarakat miskin kota se-Mozambik sepakat meluncurkan kampanye nasional menolak investasi lahan skala besar dan
eksploitasi sumber daya alam (SDA). Lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil berkomitmen untuk beraliansi dan peningkatan aksi bersama dan
memperluas artikulasi dalam mempertahankan SDA dan melawan privatisasi skala besar.

Kampanye ini akan terdiri dari berbagai kegiatan, seperti pawai, seminar pendidikan populer tentang hak atas tanah; pendidikan sipil
pemerintahan penduduk pedesaan dan perkotaan dengan berkaravan; membuat surat keluhan atau penolakan, manajemen perlawanan konflik di
lapangan, dan lainnya

Peluncuran kampanye nasional ini adalah hasil dari tiga hari diskusi dan refleksi yang mendalam dari sebuah workshop yang dilakukan oleh
Universitas Populer Gerakan Sosial (UPMS) yang berlangsung di Mumemo, Marracuene, Mozambik, akhir Juli 2013. UPMS adalah sebuah ruang
terbuka untuk refleksi dan produksi pengetahuan, pembelajaran bersama dan kolektif. Dalam workshop yang dihadiri para perwakilan ormas
dan lembaga se-Mozambik tersebut, para peserta berkesimpulan bahwa cara pemerintah Mozambik mengelola tanah dan sumber daya alam
bertentangan dengan tujuan kemerdekaan nasional, yakni membebaskan tanah dan rakyatnya. Mereka menggarisbawahi perlakuan pemerintah
terhadap rakat kecilnya yang terkadang tak manusiawi.

Perwakilan Serikat Petani Nasional Mozambik (UNAC) yang menjadi salah satu organisasi yang dimandatkan untuk mempimpin ini
menyampaikan ada banyak proyek investasi lahan skala besar yang terjadi di Mozambik, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, hingga
pertambangan.

Sektor seperti ekstraksi pertambangan di Tete, kehutanan di daerah utara, program agribisnis seperti Wambao, hingga Prosavana yang
kontroversial (program berdana raksasa yang diterapkan di Mozambik Utara diidentifikasi oleh masyarakat sipil Mozambik sebagai isu agenda

Bersambung ke halaman 10
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Petani Paraguay Lakukan
AKsi Pendudukan Lahan

(Foto). Seorang petani Paraguay memegang spanduk yang artinya mendesak pemerintah untuk tidak memberi ruang bagi pertanian berbasiskan bisnis
yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar

PARAGUAY. Ratusan petani Paraguay kembali melakukan aksi pendudukan lahan di daerah Marina Kue, Distrik Yby Pyta, Canindeyu, Paraguay
(30/07). Di atas lahan seluas 2.000 hektare ini, mereka menuntut agar pemerintah Paraguay melakukan distribusi lahan dan melakukan
pembaruan agraria. Sebelumnya mereka telah beberapa kali berusaha menduduki lahan di lokasi yang sama namun kerap mendapat intimidasi
dari aparat setempat yang menangkap dan mengancam menuntut mereka ke pengadilan jika tetap menduduki lahan tersebut.

Ada sekitar 200 petugas polisi di lokasi, termasuk pasukan elit, di bawah arahan kepala zona polisi, Atilio Ferreira, dan perwakilan dari
pengadilan Paraguay, tetapi tanpa perintah atau dokumen pengadilan. Namun dalam aksi kali ini mereka bisa kembali ke lahan secara damai dan
tetap berusaha mempertahankan lahan yang mereka klaim adalah hak mereka.

"Wilayah ini adalah Pembantaian Curuguaty, dimana 11 petani dan 6 polisi tewas pada Juni 2012 yang seminggu kemudia diikuti dengan
institusional terhadap Presiden Fernando Lugo. Disini kami juga menuntut polisi agar menghapus semua dakwaan yang ditujukan kepada petani
yang ditahan akan rilis karena bentrokan di Curuguaty,” ungkap salah seorang peserta aksi.

Dalam aksi kali ini para petani berharap agar diakui haknya di atas lahan tersebut sehingga bisa kembali bertani, berproduksi dan

Bersambung ke halaman 10
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Sambungan dari halaman 8 | Petani Paraguay...

S L= T ssess mmm menghasilkan secara ekonomi.
Para petani juga tidak akan
menghentikan perjuangannya
untuk menuntut pembebasan
petani serta penyelidikan dan

= penghukuman terhadap mereka

yang bertanggung jawab dalam

perencanaan pembantaian

Curuguaty.

Otoritas nasional Paraguay
sebenarnya sudah beberapa

kali mengkonfirmasi kalau

lahan di daerah Marina Kue

tersebut adalah milik pemerintah

Paraguay, dan bukan milik

perusahaan Campos Morumbi.

Sementara oleh petani Paraguay,

lahan tersebut dianggap lahan

terlantar yang merupakan
sumbangan Angkatan Bersenjata

Negara kepada Pemerintah

Federal pada tahun 2004 dan

diperuntukkan sebagai objek

pembaruan agraria.#

(Foto). Aksi petani Paraguay
menuntut pembebasan petani
dan pengungkapan dalang tragedi
Curuguaty.

Sambungan dari halaman 8 | Kampanye Nasional Mozambik...

bersama.
"Proyek investasi lahan skala besar yang merupakan neokolonialisme ini harus diatasi. Misalnya, program Prosavana yang akan merampas
tanah, mengusir petani dan mencemari tanah sekitar 14 juta hektar di sepanjang Koridor Pembangunan Nacala," ungkap perwakilan UNAC.
Dia juga mengungkapkan, Mozambik adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi justru bisa menjadi kutukan bagi rakyatnya.
"Negara-negara seperti Nigeria, Angola, Guinea Khatulistiwa ataupun Meksiko, meskipun kaya akan minyak dan sumber daya lainnya tidak
dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal ini terjadi karena pemerintah yang mengontrol pengelolaan sumber daya alam lebih mengutamakan
korporasi besar, dan mengecilkan peran petani kecil dan golongan masyarakat kecil lainnya," tambahnya.#

Sambungan dari halaman 7 | La Via Campesina Tegaskan..

Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani pada 2001 di Cibubur;” tutur Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).

Henry menambahkan, resolusi ini juga mendirikan sebuah proses Kelompok Kerja Antarpemerintah (Intergovernmental Working Group -
IWG) tentang Hak Asasi Petani. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemerintah tiap-tiap negara membentuk sebuah program dan mekanisme
substansial mengenai penerapan Hak Asasi Petani di masing-masing negara, sekaligus untuk menjalin kerjasama antar pemerintah dalam lingkup
internasional.

“Di Indonesia sendiri, beberapa hari lalu DPR baru saja mengesahkan sebuah Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
(Perlintan) yang sedikit banyak merupakan hal positif. Semoga yang terjadi di Indonesia ini bisa mendorong negara-negara lain untuk membuat
UU yang benar-benar melindungi petaninya. Oleh karena itu La Via Campesina mengajak semua petani dan organisasi masyarakat sipil di seluruh
dunia untuk bersama mendukung agar Deklarasi Hak Asasi Petani di PBB ini menjadi kenyataan,” papar Henry dalam pidatonya di Dewan HAM
PBB di Jenewa, Swiss, senin lalu (15/07).#
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AKibat Proyek REDD PT REKI],
Petani Kembali Jadi Korban

JAKARTA. Kriminalisasi petani kembali terjadi. Pada 4 Juli 2013 pukul 19.00 WIB waktu setempat, Pasukan gabungan yang terdiri dari Resmob
Polres Batanghari, Polhut Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), tim keamanan PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (REKI) dan
Marinir yang berjumlah 20-an orang melakukan tindak kekerasan disertai penangkapan paksa anggota dan pengurus Serikat Petani Indonesia
(SPI) Ranting Sungai bahar, Kabupaten Batanghari Jambi.

Menurut Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi Sukiman, penangkapan terjadi setelah segenap anggota dan pimpinan
petani mengadakan syukuran atas bebasnya empat orang anggota SPI yang telah dipenjarakan akibat krminalisasi PT. REKI.

“Dua orang yang ditangkap adalah Marhadi dan Sukiran. Dalam penangkapan itu juga setidaknya enam rumah digeledah dan diobrak-abrik
oleh tim gabungan tersebut,” tutur Sarwadi.

Menanggapi hal ini Ketua Departemen Hukum dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah menyatakan, sangat
menyayangkan tindakan arogan PT. REKI yang menggunakan aparat dengan sewenang-wenang menangkapi dan merusak properti masyarakat.

“Padahal persoalan sengketa agraria ini sedang dalam proses penyelesaian antara SPI dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian
Kehutanan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Demikian juga dari pihak pemerintah sudah membuat tim terpadu yang
dipimpin Bupati, bersama BKSDA, dan anggotanya,” ungkap Ruli di Jakarta (06/07).

Ruli menjelaskan, pihak perusahaan ini telah berkali-kali melakukan tindakan kekerasan dan kriminalisasi kepada petani, seperti
penangkapan 13 orang petani dan penahanan empat orang aanggota dan pengurus serta pembakaran rumah ketua SPI Ranting Sungai Bahar
pada bulan Juli dan Oktober tahun 2012 yang lalu.

“Tidak ada alasan pihak perusahaan asing ini bersama aparat menangkap petani. Oleh karena itu kami mendesak agar petani yang ditangkap
segera dibebaskan. Pulihkan psikologis masyarakat,” tegas Ruli.

Ruli menjelaskan konflik yang sudah berlangsung lama ini dilatarbelakangi Proyek REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest
Degradation) melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (PT.REKI) di
kawasan HPH eks Asialog dan Inhutani Muaro Jambi, Batanghari dan Sarolangun oleh Kementerian Kehutanan RI. Konflik dengan petani terjadi
sejak PT. REKI mendapatkan konsesi selama 1 abad (100 tahun) dalam SK Menhut No 327 /Menhut-11/2010 25 Mei 2010 mengenai [UPHHK
Restorasi Ekosistem Hutan seluas 46.385 Ha di Provinsi Jambi. Sementara Petani memasuki lahan di kawasan eks HPH Asialog yang sudah rusak
dan ditelantarkan itu sejak tahun 2007.

“Bahkan sebelum itu di beberapa titik di kawasan tersebut sudah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat baik dari sekitar hutan maupun
daerah lainnya termasuk di dalamnya terdapat juga suku anak dalam. Artinya dalam proses penerbitan izin banyak hal yang diabaikan terkait
situasi sesungguhnya termasuk keberadaan masyarakat di kawasan itu,” tambah Ruli.

Petani SPI Membangun Kehidupan

Sementara itu menurut Ketua Departemen Kajian
Strategis DPP SPI Achmad Ya'kub, pemerintah
dalam hal ini seharusnya fokus pada perlindungan
dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai
dengan program tanah bagi kedaulatan pangan

dan kesejahteraan petani. Jadi petani seharusnya
mendapat penghargaan yang tinggi karena selama
ini lahan yang telah ditelantarkan dan rusak oleh
pihak perusahaan eks HGU Asialog dan Inhutani itu
kembali hijau dan berangsur pulih.

Di kawasan yang dikuasai dan kelola oleh
anggota SPI kurang lebih 2.500 ha tersebut dikelola
diolah dengan model pertanian yang agroekologis.
Sejak tahun 2007-an banyak perubahan ekonomi,
sosial dan mental masyarakat yang lebih baik.
Petani SPI-lah yang membangun kehidupan tanpa
ada fasilitas listrik, jalan, infrastruktur lainnya.
Bahkan kita yang membangun mesjid, rumabh, jalan
dan sekolah sendiri,” jelas Ya’kub

Ya’kub menambahkan hasil panen padi ladang, ubi kayu (singkong), ubi jalar, pisang, terong, cabe, palawija telah memberikan pemasukan bagi
petani, bahkan tanaman karet untuk ekonomi jangka panjang sudah berdiameter lebih dari 10 cm.

“Jadi kita justru melestarikan hutan sekaligus bisa mengambil nilai ekonomis dari hutan, anak-anak jadi bisa makan, dan bersekolah dengan
layak,” tutur Yakub.#

. Mt ' s
(Foto). Para siswa-siswi yang belajar di sekolah yang didirikan secara swadaya oleh petani SPI
Jambi
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Solidaritas SPI NTB untuk
Korban Gempa Lombok Utara

12

(Foto). Rumah warga yang rusak akibat bencana gempa yang menimpa Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

LOMBOK UTARA. Gempa tektonik 5,4 Skala Richter yang menghanmtam Pulau Lombok dan sekitarnya, pada Sabtu, 22 Juni 2013, pukul 13.42
WITA membuat kerusakan yang cukup parah. Dampak gempa paling terasa dirasakan oleh warga Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi gempa berada di 14 km barat laut Lombok Barat. Guncangan gempa dirasakan di Lombok,
serta di beberapa wilayah Bali seperti Kuta, Denpasar, Gianyar, dan Karangasem.

Menurut penuturan Ecang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) NTB, tiga kecamatan yang paling berdampak
akibat gempa itu yakni di Kecamatan Tanjung (Desa Teniga, Medana, Sokong, Tanjung, Tegal Maja, dan Jenggala), Kecamatan Gangga (Desa
Bentek), dan Kecamatan Pemenang (Desa Pemenang Timur, Sigern Panjalin).

“Dari hasil investigasi tim yang kita buat mencatat 30 orang terluka, sebanyak 5 orang luka berat, dan 25 orang luka ringan,” ungkap Ecang di
Lombok Utara (30/06).

Ecang menjelaskan untuk petani anggota SPI sendiri banyak juga yang rumahnya mengalami kerusakan terutama di sekitar Sire, Malaka, dan
Gondang,

“Di Sire rumah yang rusak 600 buah, tetapi yang paling parah hanya 2 buah. Di Malaka rumah yang rusak sekitar 2.000 buah dan di Gondang
rumah yang rusak sekitar 1.700 buah. Alhamdulillah, Untuk lahan pertanian tidak ada kerusakan yang berarti,” paparnya.

Ecang menambahkan, SPI NTB telah mengerahkan para pemuda taninya untuk memberikan solidaritas kepada para korban gempa.

“SPI NTB telah mendirikan posko dan membantu menyalurkan solidaritas bantuan ke daerah yang terpencil. Walaupun bantuan dari
pemerintah telah turun, tapi distribusinya kurang merata dan hanya berpusat di daerah yang ramai penduduknya. Kami juga masih menerima
solidaritas bantuan dari teman-teman lainnya,” tambah Ecang.#
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Gempa Guncang Aceh,
SPI Galang Solidaritas
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(Foto). Puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat bencana gempa yang menimpa Kabupaten Bener Meriathceh.

JAKARTA. Bumi serambi Mekkah kembali ditimpa musibah. Kali ini gempa berkekuatan 6,2 Skala Richter mengguncang wilayah Kabupaten
Benermeriah, Nangroe Aceh Darussalam, selasa (02/07). Gempa ini pada terjadi pukul 14.37 Wib dengan lokasi gempa berada di 4,70 Lintang
Utara, 96,61 Bujur Timur atau 35 meter Baratdaya Kabupaten Benermeriah.

Suhaimi, perwakilan petani Serikat Petani Indonesia (SPI) Aceh menjelaskan gempa ini mengkibatkan kerusakan sangat parah, terutama di
basis-basis Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Bener Meriah.

“Ratusan rumah rata dengan tanah, dua mesjid hancur, tiga polindes hancur, dan terjadi longsor dimana-mana, lahan pertanian banyak yang
rusak. Terjadi pengungsian besar-besaran di beberapa titik yang dianggap aman, yang mareka semua butuh solidaritas bantuan tenda, sembako,
air bersih dan obat-obatan bagi yang luka-luka dan patah tulang,” ungkap Suhaimi melalui telepon kemarin (03/07).

Suhaimi menjelaskan reaksi solidaritas tercepat yang telah dilakukan SPI Aceh adalah mengirimkan tenaga medis tradisional yang menangani
korban patah tulang dan terkilir serta obat-obatan yanng dibutuhkan untuk patah tulang tersebut.

“Kami juga membuka posko solidaritas bantuan di beberapa tempat di Aceh. Untuk luasan lahan pertanian yang rusak, saat ini tim kami
sedang melakukan pendataan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih mengucapkan turut berdukacita atas musibah yang menimpa warga Aceh.

“Kami keluarga besar SPI turut berdukacita atas bencana gempa bumi yang menimpa bumi Aceh. Semoga masyarakat Aceh tetap tabah. SPI
juga akan menggalang solidaritas bagi para korban gempa,” tutur Henry.#
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Banjir Impor Pangan,
Gita Wiryawan Lindungi Kartel,
Amerika dan WTO

JAKARTA. Aksi Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan
Imperialisme (GERAK LAWAN) di depan Kementerian Perdagangan
(04/07) merupakan suara protes penderitaan rakyat tani, nelayan
dan produsen pangan kecil lainnya. Sederet mega skandal dan
kerugian negara di sepanjang tahun 2012 dan paruh pertama
2013 hingga ratusan trilliun rupiah, tidak cukup membuat Menteri
Perdagangan Gita Wiryawan mencabut fasilitasi impor pangan. Hal d ' I
ini mengindikasikan Gita lebih takut menghadapi gugatan Amerika G‘i\aW\ﬂawat P Eﬂ]ual N e gal‘a .
Serikat ke WTO, ketimbang melindungi petani, nelayan, pekebun, 4% K wTo,Mr,Wnﬂd Bank
peternak serta segenap rakyat Indonesia An e 3!
Terkait hortikultura, pada Januari 2013 Pemerintah Amerika I{Tm K WTQ ar Ba!;“g"
Serikat menggugat Pemerintah Indonesia ke Mekanisme Tolﬂk s
Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Mechanism) World Trade
Organization (WTO) karena mengeluarkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang
dianggap terlalu protektif dari masuknya produk holtikultura. .
Menurut Achmad Ya’kub, Ketua Departemen Kajian Strategis (Foto). Aksi SPI yang tergabung dalam GERAK LAWAN menolak WTO
Serikat Petani Indonesia (PI), aturan pembatasan hortikultura ini
dikeluarkan setelah Indonesia diserbu berbagai komoditas pertanian

murah terutama produk hortikultura seperti bawang putih dan kentang dari Amerika, Australia, Kanada, serta Cina terkait implementasi penuh
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang menghantam keras petani kecil dan keamanan pangan (food safety) rakyat Indonesia.

“Dalam merespon gugatan Amerika Serikat tersebut, Menteri Gita bukannya bertahan untuk petani kecil namun justru merevisi ketentuan
pembatasan impor hortikultura ini melalui Permendag No. 16 tahun 2103 dengan memberlakukan pengaturan perijinan impor satu pintu
guna memudahkan aliran impor barang masuk, mengurangi komoditas, pos tarif dan kuota. Konteks ini pula yang hendak dipromosikan oleh
Kementerian perdagangan saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke 9 di Bali bulan Desember mendatang” papar Ya'kub di
Jakarta.

Hal ini ditandai juga dengan keengganan RI mendukung proposal anggota G33 dalam perundingan WTO. Ke-46 negara anggota G33 saat ini
tengah mendesak dihapusnya pembatasan subsidi untuk stok pangan dalam negeri dalam rangka melindungi petani kecil di negaranya. Namun
yang terjadi justru sebaliknya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Perdagangan mengatakan akan mencoba menjembatani polarisasi
Amerika Serikat dengan anggota G33 dalam pertemuan KTM ke-9 WTO di Bali. Pilihan yang diambil ini semakin menegaskan sikap pemerintah
Indonesia yang tidak berpihak pada rakyatnya.

Menurut Riza Damanik dari Institute of Global Justice (1G]), seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Gita Wiryawan
segera menutup rapat kran impor produk pangan, termasuk holtikultura, daging, dan perikanan sebagai bentuk dukungan kepada petani, nelayan,
pekebun dan peternak Indonesia dengan memperpanjang Ketentuan, menambabh jenis komoditas dan pos tariff dalam Permendag 60 Tahun 2012
tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Senada dengan itu Menurut Martin dari KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), pemerintah Indonesia juga menerima tuduhan
pemberian subsidi udang dari Koalisi Industri Udang Amerika Serikat (COGSI/Coalition of Gulf Shrimp Industries) melalui Departemen
Perdagangan Amerika Serikat. Petisi berjudul “Petitions for the Imposition of Countervailing Duties on Certain Frozen Warmwater Shrimp from
the People’s Republic of China, Ecuador, India, Indonesia, Malaysia, Thailand and the Socialist Republic of Vietnam” tertanggal 28 Desember 2012
menuduh Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah paket subsidi kepada pelaku usaha budidaya udang di Indonesia, termasuk secara
serampangan menuduh pemerintah memberikan subsidi kepada pembudidaya skala kecil. Padahal menjadi keharusan negara lah untuk
memastikan akses program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat produsen skala kecil bagi petani, nelayan, pekebun, peternak dan
lainnya

Dalam kesempatan ini GERAK LAWAN menyerukan agar segenap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga tinggi negara lainnya,
untuk mendesak pemerintah membatalkan pelaksaan KTM 9 WTO di Bali.

“GERAK LAWAN mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Gita Wiryawan untuk memastikan stabilisasi harga pangan
menjelang Bulan Ramadhan, dan Idul Fitri, dan menjalankan reforma agraria dan model pertanian agroekologis untuk mendukung terwujudnya
kedaulatan pangan dan keberlanjutan ekologis,” tambah Ya'kub.#
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MENDATAR

3. Mengeja atau melafalkan apa yg tertulis 7. Tempat duduk orang yg menunggang (di punggung binatang
yg ditunggangi) 8.Sebelum 9. Nama lain binatang melata 11.Parit 12.Udangkering 13. Aturan
yang lazim dilakukan sejak dahulu kala 15. Sajian pelengkap makanan utama 17. Sejenis buah

19. Makanan terbaik bayi 21. Gerakan mengombak di permukaan air 22. Bahan pemanis biasanya
berbentuk kristal 23.DewiPadi 25.Sumber kehidupan 26. Maksud atau tujuan suatu perbuatan

29. Baik, bagus 30. Wujud 31. Organisasi tani kebanggaan kita 32.Penjaga keamanan 33. Dengki

34. Penyusun utama dl pasir, batuan, dan berbagai mineral 35. Utusan tuhan

MENURUN

1. Kota di daerah Jawa Timur 2. Kepala pemerintahan daerah di bawah Bupati 3. Satelit Bumi

4. Katatanya 5. Alatpotret 6.Kudakecil 10.Masausiasenja 14.Lapisan udara yang melingkupi bumi
16. Peralatan bertani 18.Janji 20. Jarak antara huruf atau baris tulisan 24. Penyebaran kabar

bohong yang sengaja untuk menjatuhkan lawan 25. Sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk
berkomunikasi 27. Technical Knock Out (istilah olahraga tinju) 28. Ragam sastra yang bahasanya terikat
oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait 29. Moral, akhlak 30. Daerah, wilayah

32. Angka atau kode rahasia

Sambungan dari hal. 6

diri untuk melebur kedalam
organisasi kesatuan yang
bernama Serikat Petani
Indonesia (SPI).

“Oleh karena itu dalam
kesempatan kali ini saya ingin
mengucapkan selamat ulang
tahun ke-15 untuk SPI. Semoga
pengorbanan dan keikhlashan
kita dalam memperjuangkan
kaum tani di Indonesia semakin
meningkat demi kejayaan
petani dan kelestarian alam ini.
Hidup petani,” ungkap Henry di
Medan (08/07).

Sementara itu untuk
memperingati perayaan Hari
Lahir (Harlah) SPI ke-15, Ketua
Umum SPI Henry Saragih
melakukan ziarah ke makam
almarhum salah seorang
pendiri SPI, Ridwan Munthe,
yang terletak di belakang rumah
orang tuanya di Kecamatan
Pancur Batu, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara.

“Semasa hidupnya,
almarhum tidak kenal lelah dan
selalu mencurahkan energi dan
pikirannya untuk kemajuan SPI
dan petani (kecil) di Indonesia.
Almarhum meninggal karena
terserang penyakit. Bagi SPI
(baca: petani) dia adalah salah
seorang pahlawan,” tutur Henry.

Setelah ziarah makam,
peringatan perayaan Harlah
SPI kali ini pun diikuti dengan
diskusi dan refleksi mengenai
15 tahun SPI di joglo Yayasan
Sintesa, Medan. Diskusi dan
refleksi ini dihadiri oleh
Dewan Pengurus Wilayah
(DPW) SPI Sumatera Utara,
Yayasan Sintesa, Serikat Becak
Merdeka, Sumatera Youth Food
Movement, Aliansi Kedaulatan
Rakyat (AKAR) Sumatera Utara,
dan lainnya.

Sementara itu, Harlah SPI
ke-15 juga diperingati oleh
petani anggota SPI di masing-
masing provinsi di Indonesia.#
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Solidaritas SPI atas Bencana
Gempa Aceh dan NTB




